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Abstract. Drug logistics management is a series of activities that include planning, procurement, storage, 

distribution, and disposal of medicines to ensure the     availability of the right medicines in the right type, quantity, 

quality, and at the right time. This study aimed to analyze drug logistics management at the UPTD Pharmacy 

Installation of the Southeast Sulawesi Provincial Health Office in 2026 based on the input, process, and output 

aspects. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The informants consisted of 5 

participants, including 3 key informant and 2 supporting informants, selected using a purposive sampling technique. 

Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted 

through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was  ensured through source, 

method, and theory triangulation.The results showed that, in the input   aspect, the Pharmacy Installation had 27 

personnel, which were   considered adequate with clear task allocation. The funding source was the Special 

Allocation Fund (DAK) from the State Budget (APBN), although budget limitations were experienced due to 

government spending efficiency policies. In the process aspect, drug planning was carried out using the consumption 

and morbidity methods supported by the E-Monev application. Procurement was  conducted through the E-Catalog 

system, storage applied the First Expired, First Out (FEFO) and First In, First Out (FIFO) principles, distribution 

used push and pull distribution systems, and drug disposal was performed in collaboration with an authorized third 

party in accordance with applicable procedures. The main challenges identified were limited funding, inadequate 

transportation facilities for distribution, and the geographical conditions of the archipelagic region. In the output 

aspect, drug logistics management was generally implemented effectively and efficiently, supporting drug 

availability in accordance with the Drug Requirement Plan (RKO) to meet the needs of districts and municipalities 

in Southeast Sulawesi Province. 

Keywords: drug logistics management, input, process, output, pharmacy installation 

Abstrak. Manajemen logistik obat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan obat untuk menjamin ketersediaan obat yang tepat jenis, tepat 

jumlah, tepat waktu, dan bermutu. Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen logistik obat di UPTD Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026  berdasarkan aspek input, proses, dan output. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan berjumlah 5 orang, terdiri atas 3 

informan kunci dan 2 informan biasa, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, UPTD Instalasi Farmasi memiliki 27 orang sumber daya manusia 

yang dinilai mencukupi dengan pembagian tugas yang jelas, sedangkan sumber anggaran berasal dari   Dana Alokasi 

Khusus (DAK) APBN yang masih mengalami keterbatasan akibat efisiensi anggaran. Pada aspek proses, 

perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode konsumsi dan morbiditas berbasis aplikasi E-Monev, pengadaan 

dilakukan melalui E-Catalog, penyimpanan menerapkan prinsip FEFO dan FIFO, pendistribusian menggunakan 

sistem push dan pull distribution, serta  penghapusan obat dilakukan melalui pihak ketiga sesuai prosedur. Kendala 

yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, sarana transportasi distribusi, dan kondisi geografis wilayah 

kepulauan. Pada aspek output, manajemen logistik obat secara umum telah berjalan dengan baik sehingga mampu 

mendukung ketersediaan obat sesuai Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk memenuhi     kebutuhan kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Kata Kunci: manajemen logistik obat, input, proses, output, instalasi farmasi. 
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1. LATAR BELAKANG 

Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang 

digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan yang 

menimbulkan suatu kondisi tertentu. Obat dapat untuk mengobati penyakit, mengurangi gejala 

atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ( Wanda, L., 2022). Manajemen logistik obat 

merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian obat yang dikelola secara optimal demi tercapainya ketepatan jumlah dan jenis 

kebutuhan pelayananan kesehatann dasar bagi masyarakat yang membutuhkan ( Carinah et al., 

2022). 

Berdasarkan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi Tenggara  (2023) pemantauan 

ketersediaan obat dan vaksin untuk Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2021 terhadap 20 item 

obat indikator diperoleh hasil sebesar 85%, meningkat menjadi 89,30% di  tahun  2023 sedangkan 

target  ditahun  2024 adalah 100%.  Belum  optimalnya  ketersediaan, pemerataan  dan  

keterjangkauan ketersediaan  obat  essensial,  penggunaan  obat  yang  tidak rasional   dan  

penyelenggaran   kefarmasian   yang   berkualitas   sehingga  pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara memiliki target peningkatkan akses  pelayanan kesehatan masyarakat melalui 

pemberian pengobatan dengan meningkatkan akses masyarakat  terhadap  fasilitas pelayanan 

kesehatan serta terpenuhinya pemerataan ketersediaan   obat   diseluruh   sarana   pelayanan 

kesehatan (Taridala et al., 2025). 

Metode yang digunakan dalam perencanaan perencanaan obat adalah metode kombinasi 

yaitu konsumsi dan Mobiditas, kebutuhan obat berdasarkan pemakaian tahun sebelumnya dan  

skala berdasarkan pola penyakit. Kemudian kebutuhan obat dinas kesehatan Kabupaten/Kota di 

sampaikan melalui RKO (Rencana Kebutuhan Obat) UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan bersama kementrian kesehatan. 

Sedangkan pengadaan obat menggunakan dana APBN dan DF (Global Fund), proses 

pengadaan obat dilakukan dengan prosedur e-purchasing sistem e-catalogue yang dilaksanakan 

oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses pendistribusian dilakukan 

setiap saat di 17 Kabupaten/Kota yang ada disulawesi tenggara, dengan membawa surat 

permohonan kebutuhan obat dan SPT ke dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses 

pendistribusian terdiri dari 2 yaitu push distribusi dan pull distribusi dimana push distibusi adalah 

distribusi habis apabila ada sebuah program maka obat tersebut di distribusikan keseluruh 

Kabupaten/Kota sedangkan pull distibusi yaitu distribusi yang dilakukan sesuai dengan 

permintaan kebutuhan obat dari dinas kesehatan kabupaten/kota, dan proses yang terakhir yaitu 
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penghapusan di Dinas Kesehtan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di pihak ketigakan. 

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2026, dimana sarana 

dan prasarana yang kurang serta anggaran yang terbatas dan letak geografik wilayah sulawesi 

tenggara sebagian besar adalah kepulauan sangat mempengaruhi proses manajemen logistik obat 

di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk 

menganalisis manajemen logistik obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2026. Penelitian dilaksanakan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode Januari 2026 hingga selesai. Informan 

dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas informan kunci, yaitu Kepala UPTD Instalasi 

Farmasi, serta  Kepala Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, 

Kepala Seksi Pendistribusian dan Pengamanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, danKriteria 

informan pendukung meliputi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan obat dan bersedia 

menjadi informan penelitian. 

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan 

pedoman wawancara serta alat perekam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen 

pengelolaan logistik obat, seperti data stok dan pemakaian obat, serta berbagai literatur yang 

relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi 

metode, triangulasi sumber, dan triangulasi teori sehingga hasil penelitian memiliki tingkat 

kredibilitas yang lebih baik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil 

1) Input 

a) Sumber Daya Manusia di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

Sumber daya manusia yaitu sumber daya yang berperan penting dalam 

memberikan pelayanan. Kuantitas SDM akan mempengaruhi kecepatan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, sedangkan kualitas SDM akan mempengaruhi kemampuan 

baik dalam melakukan pengelolaan di bidang farmasi sesuai aturan dan prosedur. 

Sumber Daya Manusia UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara sudah mencukupi. Berikut hasil wawancara sebagai berikut:    
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“Sumber Daya Manusia yang ada di UPTD Instalasi Farmasi saat ini sudah cukup 

dengan jumlah 27 orang termasuk Kepala UPTD , Kepala Tata Usaha ,Kasie 

penyimpanan, dan Kasie pendistribusian serta staff “(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

“Kalau dari UPTD Instalasi Farmasi sendiri untuk SDMnya sudah mencukupi ada 

bagian Penyimpanan, serta  Distibusi, memang ketika ada kegiatan tertentu beban 

kerjanya meningkat, tetapi secara umumnya SDM sudah cukup untuk menangani 

pekerjaan dan tugasnya“(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

“Kalau kami di UPTD Instalasi Farmasi untuk saat ini jumlah SDMnya mencukupi 

untuk mendukung kegiatan operasional seperti penerimaan, penyimpaan dan juga 

pendistribusiaan, yah sampai saat ini kami tidak ada kendala yang berarti” 

(Informan Biasa WSAU, 39 tahun). 

 

“Saat ini di UPTD Instalasi Farmasi dirasa saat ini sudah mencukupi dengan latar 

pendidikan apoteker dan sarjana farmasi serta ada beberapa sarjana 

kesmas”(Informan Biasa I, 51 tahun).  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kategori kebutuhan SDM 

di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara telah memenuhi atau 

mencukupi Kebutuhan SDM yang di butuhkan. 

Untuk menunjang pelaksanaan kefarmasian, hendaknya petugas di UPTD 

Instalasi Farmasi dibekali dengan pendidikan atau pelatihan agar kefarmasian berjalan 

dengan baik berikut pernyataan informan. 

“Untuk kami di instalasi ini untuk pelatihan kami usulkan tidak ada karena 

terkendala di anggaran, namun sering kami lakukan yaitu peningkatan kapasitas, 

dan peningkatan kapasitas juga kami lakukan apabila ada permintaan program dari 

kementrian terkait kebutuhan obat atau vaksin“(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

“Di UPTD Instalasi Farmasi untuk saat ini belum ada pelatihan dikarenakan 

anggaran yang terbatas, tetapi yang ada itu pertemuan untuk  peningkatan kapasitas 

bagi SDM UPTD Instalasi Farmasi“(Informan Biasa WSAU, 39 tahun). 

 

“Saat ini memang tidak ada pelatihan khusus,namun sering kami selalu usulkan 

untuk diadakan pelatihan tetapi terkendala anggaran apa lagi saat ini ada efesiensi 

sehingga belum terlaksana pelatihan, tapi untuk pertemuan pertemuan peningkatan 

kapasitas rutin dilakukan disini” (Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

“Kita disini belum ada pelatihan, tetapi kami secara rutin setiap saat melakukan 

zoom meting bersama kementrian dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitas SDM 

yang ada di UPTD Instalasi Farmasi” (Informan Biasa I, 51 tahun). 

 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa UPTD Instalsi Farmasi 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah melakukan pelatihan khusus 

yang melibatkan seluruh pegawai yang ada, tetapi rutin  melakukan peningkatan 

kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  dan kemampuan dari semua 

pegawai dalam melakukan pengelolaan obat dengan begitu dapat menhasilkan 
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pengelolaan obat yang baik dan efesien. 

b) Sumber Dana/ Anggaran di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

Anggara merupakan komponen yang sangat manajemen logistik obat di UPTD 

Instalsi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber anggara dalam 

manajmen logistik obat di UPTD Instalsi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara yaitu berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang di anggarkan melalui 

APBN (Anggara Pendapatan Belanja Negara). Berikut pernyataan dari informan. 

“Sumber dananya kami dalam proses manajemennya berasal dari DAK (Dana 

Alokasi Khusus) yang di anggarkan dari APBN. Ya hambatannya itu dana yang 

terbatas dikarenakan adanya kebjakan efesiensi , tetapi masih bisa diatasi dan tidak 

menjadi permasalahan “(Informan Kunci LK, 51 tahun) 

 

“Selama ini sumber dananya dari APBN yang di salurkan menjadi DAK (Dana 

Alokasi Khusus). Kalau untuk anggaranya sudah mencukupi tetapi perlu 

dioptimalkan lagi yah semakin banyak anggaran makin banyak yang bisa dilakukan” 

“(Informan Biasa WSAU, 39 tahun). 

 

“Saat ini sumber anggaran yang ada di UPTD Instalasi Farmasi menggunakan 

APBN yaitu DAK ( Dana Alokasi Khusus) untuk menunjang seluruh proses kegiatan 

manajemen logistik obat yang ada disini. Kalau utuk hambatan yah dana yang 

tersedia masih terbatas jadi kami gunakan semaksimal mungkin kita prioritaskan 

dulu kebutuhan yang mendesak” “(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

“Kalau untuk dana di UPTD Instalasi Farmasi disini itu menggunakan DAK (Dana 

Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN untuk memenuhi kegiatan opersional 

disini. Anggaranya yah masih terbatas, jadi kami gunakan sesuai perencanaan dan 

skala prioritas” (Informan Biasa I, 51 tahun). 

 

Berdasarkan hasil penelitian, sumber anggaran dalam manajemen logistik obat di 

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara yaitu DAK (Dana Alokasi 

Khusus) yang dialokasi melalui APBN. Adapiun hambatan yang dialami adalah sumber 

anggaran yang terbatas namun masih bisa diatasi karena anggaran telah diperkirakan 

pada saat perencanaan. sehingga jika terdapat perubahan rencana anggaran, maka 

disesuaikan dengan kondisi dan skala prioritas. 

2) Proses 

a) Perencanaan Obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi 

Tenggara  

Perencanaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara mengacu pada Stadar Prosedur Opersional yang berlaku. Terdapat dua metode 

yang digunakan yaitu metode konsumsi dan metode morbiditas. Metode konsumsi 
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merupakan metode yang sering dilakukan, yaitu dengan evaluasi dari pemakaian 

sebelumnya. Proses tersebut dibuat dengan menggunakan E-monev  untuk merancang 

rencana kebutuhan obat.  

“Disini untuk proses perencanaan dilakukan dengan mengadakan pertemuan 

dimana pihak terlibat dari Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana kebutuhan obat, 

yang dilaksanakan setahun sekali, biasanya menggunakan metode konsumsi dan 

morbiditas yang nantinya diteruskan ke pusat“(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

 

“Proses perencanaan disini dilakukan dengan dua metode yaitu konsumsi dan 

morbiditas, kalau konsumsi itu kami melihat berdasarkan penggunaan tahun 

sebelumnya, sedangkan morbiditas itu dari faktor pola penyakit, dan kami 

menggunakan namanya aplikasi E-monev yang digunakan juga  diRS, Klinik ,apotek 

dan Dinkes Kabupaten/Kota yang login menggunakan user name masing masing 

disitu dilihat berapa kebutuhan obat, sisa obat  yang masih ada“(Informan Biasa 

WSAU, 39 tahun). 

 

“Kalau proses perencanaan obat itu kami kumpulkan Kabupaten/Kota untuk 

merencakan kebutuhan obat dimana kita menggunakan metode morbiditas dan 

konsumsi yang dilakukan setahun sekali tepatnya itu di pertengahan tahun“ 

(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

“Proses perencanaan obat dilakukan dengan menyusun RKO  dari Kabupaten/ Kota 

yang dilakukan setiap setahun sekali di pertengahan tahun itulah yang menjadi dasar 

untuk perencanaan kebutuhan obat tahun selanjutnya” (Informan Biasa I, 51 tahun). 

 

Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan kebutuhan obat di UPTD 

Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan secara 

sistematis melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang melibatkan 

seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Perencanaan dilakukan satu kali dalam 

setahun, umumnya pada pertengahan tahun, proses perencanaan menggunakan dua 

metode, yaitu metode konsumsi dan metode morbiditas. Metode konsumsi dilakukan 

dengan menganalisis data penggunaan obat pada periode sebelumnya, sedangkan 

metode morbiditas didasarkan pada pola penyakit yang berkembang di masing-masing 

daerah. Kombinasi kedua metode tersebut bertujuan agar perencanaan kebutuhan obat 

lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan serta mampu mengantisipasi 

perubahan pola penyakit. Selain itu, proses perencanaan juga didukung oleh aplikasi E-

Monev yang digunakan untuk melihat data kebutuhan, penggunaan, dan sisa stok obat 

dari Kabupaten/Kota. Seluruh data tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan 

kebutuhan obat yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. 

Kendala yang di hadapi pada saat perencanaan yaitu data yang diperoleh kurang 

valid, sehingga yang direncanakan tidak sesuai keadaan. Berikut informasi dari 
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informan: 

“Kadang kendala yang kami alami itu seperti data yang diperoleh tidak sesuai, dan 

juga apabila terjadinya rotasi tugas jadi kami harus latih lagi sehingga memakan 

waktu yang lumayan bisa melebihi dari yang sudah direncanakan“(Informan Kunci 

LK, 51 tahun). 

 

b) Pengadaan Obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi 

Tenggara  

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses pengadaan obat di UPTD 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh pejabat 

pengadaan yang telah ditetapkan dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan seluruh 

tahapan pengadaan. Peran  pejabat pengadaan meliputi penyusunan dokumen 

administrasi, pemrosesan pemesanan obat, pemilihan penyedia, penyusunan kontrak, 

hingga penyelesaian dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan. proses 

pengadaan diawali dengan penyerahan data  kebutuhan obat yang telah disusun pada 

tahap perencanaan. Data tersebut menjadi dasar bagi pejabat pengadaan untuk 

melakukan pemesanan melalui sistem E-Catalog sesuai dengan jenis, jumlah, dan 

spesifikasi obat yang telah direncanakan. Berikut informasi dari informan: 

“Untuk tahap pengadaan obat ada pejabat pengadaan yang berwenang dia yang 

berusan untuk membuat kontrak dan surat suratnya “(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

“Pengadaan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang sudah ditunjuk mereka yang 

berwenang, prosenya itu menggunakan sistem E-Catalog untuk membuat kontrak 

yang dilakukan sesuai waktu yang ditentukan“(Informan Biasa WSAU, 39 tahun). 

 

“Kalau untuk pengadaan, kami menyerahkan data kepada pejabat pengadaan. 

Selanjutnya mereka melakukan proses pemesanan melalui E-  Catalog, kemudian 

mencari penyedia dan melakukan  kontrak terhadap pihak penyedia untuk 

pengadaan obat “(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

“Pengadaan obat dilakukan setelah adanya penujukan pejabat pengadaan  

Selanjutnya pejabat pengadaan memproses pemesanan melalui E-Catalog sesuai 

dengan jenis dan jumlah obat yang telah direncanakan." (Informan Biasa I, 51 

tahun). 

 

Selain itu pengadaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara dilakukan 1 tahun sekali dengan menggunakan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara guna memenuhi kebutuhan obat di Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Tenggara. Berikut infarmi Informan: 

”untuk pengadaan obat disini itu biasa dilakukan 1 tahun sekali oleh pejabat 

pengadaan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan APBN yang dialokasikan 

di DAK. Informan Biasa I, 51 tahun). 

c) Penyimpanan Obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi 

Tenggara  
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Penyimpanan  obat adalah kegiatan pengamanan obat atau bahan yang diterima 

agar aman, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, serta menjamin kualitas dan 

mutu obat. Berdasarkan hasil wanwancara proses penyimpanan obat di di UPTD 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan metode 

FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out). Penyimpanan obat 

disusus berdasarkan alfabet, bentuk sediaan, dan tahun pengdaaan. Fasilitas 

penyimpannan obat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan obat dalam satu tahun 

“Proses penyimpanan obat itu kita terima dulu setelah itu telusuri sumber dari mana 

jenis obatnya apa baru kita sesusaikan SOP dimana kita gunakan metode FIFO dan 

FEFO serta kita simpan di gudang penyimpanan obat berdasarkan bentuk 

sediaannya dan sesuai abjad“(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

 

“Proses perencanaan kita lakukan pengecekan setalah itu untuk penyimpanannya 

berdasarkan bentuk kesediaannya dengan metode FIFO dan FEFO ." (Informan 

Biasa I, 51 tahun). 

 

“Pada proses penyimpanan, obat diterima dan diperiksa apakah sudah sesuai 

spesifikasinya, seperti jumlah fisik, expired date, dan spesifikasi lainnya karna ada 

obat-obatan yang memiliki suhu khusus, serta obat seperti psikotropika itu kami 

double standar yang kami letakan diruangan khusus. Selain itu kami juga melakukan 

monitoring suhu ruang 2 kali sehari dan sudah terkonek dengan aplikasi kami yang 

bernama Smile sehinnga kami bisa pantau perubahan suhu secara real time 

“(Informan Biasa WSAU, 39 tahun). 

 

“proses penyimpanan, obat disini setelah kami terima kita lihat obat mana yang 

cepat expired dan obat obat yang membutuhkan suhub khusus, kami juga selalu 

mengecek suhu ruangan gudang penyimpanan obat“(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

Dalam penyimpanan obat di di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara adalah sarana dan gudang obat sudah cukup memadai berikut 

pernyataan informan: 

“Untuk sarana penyimpanan disini sudah cukup dan memadai dengan jumlah 

pasokan kebutuhan obat satu tahun dan belum ada kendala yang berarti untuk di 

penyimpanan “(Informan Biasa WSAU, 39 tahun). 

 

d) Pendistribusian Obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi 

Tenggara  

Proses distribusi obat merupakan penyaluran obat dari UPTD Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara menuju Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan hasil wawancara proses distribusi terdiri dari 2 yaitu pull distribution dan 

push distribution. Pull distribution berdasarkan permintaan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota.dimana Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permintaan 
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obat dengan membawa SPT dan permohonan kebutuhan obat setelah itu permintaan di 

verifikasi kemudian di distribusikan sesuai kebutuhan sedangkan push distribution yaitu 

distribusi yng dilakukan berdasarkan kebijakan, pada sistem ini distribusi tidak 

menunggu adanya permintaan terutama program program kesehatan langsung di 

distribusikan ke Kabupaten/Kota. Berikut pernyataan dari informan: 

Prosenya itu ada push distribusi dan pull distribusi,kalau push distribusi Dinkes 

Kabupaten/Kota mengajukan permintaan obat sedangkan pull distribusi obat obat 

program dari kementrian kita distribusikan langsung tanpa adanya permintaan 

“(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

 

“Untuk proses distribusi kami ada dua metode yaitu pull distribution dalam 

pelaksanaannya itu Dinkes Kabupaten/Kota melakukan permintaan obat baru kami 

distribusikan kalau push distribtion kami distribusikan langsung karena ini obat 

program jadi tanpa ada permintaan kami distribusikan “(Informan Biasa WSAU, 

39 tahun). 

 

“Kalau proses distribusi kami menggunakan 2 sistem dimana ad pull distribution 

dan push distribution, pull distribution dulu yah, itu dilakukan berdasrkan 

permintaan dari Dinkes Kabupaten/Kota melalui surat permintan kebutuhan obat 

setelah itu kami disposisi suratnya kemudian baru kami distribusikan sesuai 

kebutuhan. Sedangkan push distribution adalah obat obat program yang sudah 

direncanakan sebelumnya jadi kami distribusikan tanpa adanya permintan dari 

masing masing Kabupaten/Kota “(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

“Pelaksanaan distribusi yah disini ada pull distribution dan push distribution, kalau 

pull distribution kami distribusikan obat apabila ada permintaan dari 

Kabupaten/Kota sedangkan push ditribution adalah obat program kami 

distribusikan langsung tanpa adanya permintaan” (Informan Biasa I, 51 tahun). 

 

Untuk alat transportasi distribusi di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Sulawesi Tenggara saat ini tetrbatas berikut informasi dari informan: 

“Sarana pengangkutan disini masih terbatas seperti mobil itu kita masih melakukan 

penyewaan untuk melakukan distribusi “(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

e) Penghapusan Obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi 

Tenggara  

Penghapusan obat merupakan kegiatan penyelesaian terhadap sediaan obat yang 

sudah tidak layak pakai atau kadaluarsa. Berdasarkan hasil wawancara, UPTD Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan penghapusan yaitu 

dengan pihak ketiga serta menetapkan daftar sediaan obat yang akan dimusnakan 

dengan di ikutinoleh informasi berita acara. Setelah dilakukan pemusnahan obat 

selanjutnya akan dibuat pelaporan. Berikut informasi dari informan: 

“ya kalau untuk penghapusan obat ini kami lakukan untuk mengelola obat yang 
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sudah tidak layak digunakan, seperti obat kadaluarsa, rusak atau tidak terpakai, kita 

juga melakuakn identifikasi pemeriksaan rutin terhadap stok obat untu mengetahui 

obat yang sudah kadaluarsa , rusak, dan tridak terpakai proses ini sesuai peraturan 

dan standar yang berlaku. Untuk penghapusan itu kami melakukan kontrak dengan 

pihak ketiga “(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

 

“Proses penghapusan dilakukan padaobat yang mendekati atau sudah melewati 

tanggal kadaluarsa jadi harus di identifikasi untuk dihapus, jika ada obat yang 

rusakatau kadaluarsa serta kualitasnya menurun karena faktor. Setelah itu petugas 

membuat daftar obat yang akan dihapus besrta alasannya (Informan Biasa I, 51 

tahun). 

 

“Untuk penghapusan kami tidak melakukannya sendiri sudah ada pihak ketiga yang 

lakukan untuk mengurus itu yang sudah memiliki izin untuk mengelola limbah 

farmasi “(Informan Biasa H, 55 tahun). 

 

“Sebelum dilakukannya penghapusan kami melakukan pencatatan terhadap obat 

obat yang sudah tidak layak setelah itu kami  serahkan kepihak ketiga untuk 

pemusnahan “(Informan Biasa WSAU, 39 tahun). 

 

3) Output  

Ketersediaan obat dari manajemen logistik obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Sulawesi Tenggara tahun 2025 menunjukan bahwa yang diterima Dinkes 

Kabupaten/Kota tersedia sesuai RKO dan ROPdan cukup untuk persediaan satu tahun 

kedepan. Berikut pernyataan dari informan: 

“Ya, semua jenis obat yang di terima oleh Dinkes Kabupaten/Kota tersedia dan 

cukup untuk diberikan dan di distribusikan ke Dinkes Kabupaten/Kota. Sesuai RKO 

dan cukup untuk satu tahun sesuai perencanaan “(Informan Kunci LK, 51 tahun). 

b. Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber daya manusia di UPTD 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencukupi untuk 

mendukung proses manajemen logistik. Kecukupan tersebut terlihat dari jumlah pegawai 

yang mencapai 27 orang, termasuk Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi 

Penyimpanan, Kepala Seksi Pendistribusian, serta staf yang bertugas pada masing-masing 

bagian. Jumlah tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan tenaga dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan obat di UPTD Instalasi Farmasi.  

Kebutuhan sumber daya manusia telah mencukupi, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan belum dapat dilaksanakan. Hal 

ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta adanya kebijakan efisiensi sehingga 

pelaksanaan pelatihan khusus bagi seluruh pegawai belum dapat direalisasikan. Kondisi 
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tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi bukan terletak pada ketersediaan 

tenaga, melainkan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui 

kegiatan pelatihan. 

 Sebagai upaya untuk tetap meningkatkan kemampuan pegawai, UPTD Instalasi 

Farmasi secara rutin melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas. Kegiatan tersebut 

dilakukan melalui pertemuan-pertemuan peningkatan kapasitas serta zoom meeting bersama 

Kementerian Kesehatan, khususnya ketika terdapat program yang berkaitan dengan 

pengelolaan obat maupun vaksin. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperbarui 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pengelolaan obat 

sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 

Berdasarkan temuan peneliti, sumber daya manusia di UPTD Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini 

ditunjukkan oleh jumlah tenaga yang telah mencukupi, pembagian tugas yang jelas sesuai 

fungsi masing-masing, serta ketersediaan tenaga dengan latar belakang pendidikan yang 

sesuai, yaitu apoteker, sarjana farmasi, dan sarjana kesehatan masyarakat. Meskipun 

pelatihan formal belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, upaya 

peningkatan kompetensi tetap dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan zoom 

meeting bersama Kementerian Kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian, sumber dana yang digunakan dalam manajemen logistik 

obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara berasal dari 

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang seluruh kegiatan 

manajemen logistik obat, mulai dari pelaksanaan kegiatan operasional hingga pemenuhan 

kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan obat di UPTD Instalasi Farmasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber anggaran yang tersedia dinilai telah 

mampu mendukung pelaksanaan manajemen logistik obat. Meskipun demikian, anggaran 

yang tersedia masih memiliki keterbatasan sehingga penggunaannya harus dilakukan secara 

efektif dan efisien. Keterbatasan anggaran tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan 

efisiensi, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kemampuan 

anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, keterbatasan anggaran tidak menjadi 

kendala yang menghambat pelaksanaan manajemen logistik obat karena anggaran telah 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Perencanaan 

anggaran yang dilakukan menjadi dasar dalam menentukan penggunaan dana sehingga 

setiap kegiatan dapat tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan kebutuhan atau 

rencana penggunaan anggaran, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada 

dengan mengutamakan kebutuhan yang bersifat mendesak. Penerapan skala prioritas dalam 

penggunaan anggaran menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar dana yang tersedia 

dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap mampu mendukung pelaksanaan kegiatan 

manajemen logistik obat. 

Berdasarkan temuan peneliti, sumber dana dalam manajemen logistik obat di UPTD 

Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan 

ketentuan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung 

seluruh kegiatan manajemen logistik obat. Meskipun anggaran yang tersedia masih terbatas 

akibat adanya kebijakan efisiensi, kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan 

manajemen logistik obat karena penggunaan anggaran telah direncanakan sesuai dengan 

kebutuhan dan disesuaikan dengan skala prioritas apabila terjadi perubahan kebutuhan. 

Dengan demikian, pengelolaan anggaran telah mendukung pelaksanaan manajemen logistik 

obat melalui pemanfaatan dana yang efektif dan efisien sehingga seluruh kegiatan 

operasional tetap dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian. 

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan secara sistematis melalui 

penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO). Penyusunan RKO dilakukan dengan 

melibatkan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam menentukan 

kebutuhan obat untuk periode berikutnya. Keterlibatan seluruh Kabupaten/Kota 

menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan di 

tingkat provinsi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan pada 

masing-masing daerah. 

Proses perencanaan dilaksanakan satu kali dalam setahun, umumnya pada pertengahan 

tahun. Waktu pelaksanaan tersebut dimanfaatkan untuk menghimpun seluruh data 

kebutuhan obat dari Kabupaten/Kota yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan usulan kebutuhan obat tahun berikutnya. Dengan dilaksanakannya perencanaan 

secara rutin setiap tahun, kebutuhan obat dapat diperkirakan lebih awal sehingga proses 

pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan obat dilakukan 

menggunakan dua metode, yaitu metode konsumsi dan metode morbiditas. Metode 

konsumsi dilakukan dengan menganalisis data penggunaan obat pada periode sebelumnya, 
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sedangkan metode morbiditas didasarkan pada pola penyakit yang berkembang di masing-

masing kabupaten/kota. Penggunaan kedua metode tersebut dilakukan secara bersamaan 

sehingga data penggunaan obat pada periode sebelumnya dapat dipadukan dengan kondisi 

penyakit yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan obat yang direncanakan 

diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. 

Selain menggunakan kedua metode tersebut, proses perencanaan juga didukung oleh 

pemanfaatan aplikasi E-Monev. Aplikasi ini digunakan untuk melihat data kebutuhan obat, 

penggunaan obat, serta sisa stok obat dari masing-masing kabupaten/kota. Data yang tersedia 

dalam aplikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKO sebelum usulan kebutuhan 

obat diteruskan kepada pemerintah pusat. Pemanfaatan E-Monev juga membantu proses 

pengumpulan data sehingga kebutuhan obat dapat disusun berdasarkan informasi yang 

tersedia dari setiap daerah. 

Berdasarkan temuan peneliti, proses perencanaan obat di UPTD Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 

tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat melalui 

penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang dilakukan secara sistematis dengan 

melibatkan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, menggunakan kombinasi metode 

konsumsi dan metode morbiditas, serta didukung oleh pemanfaatan aplikasi E-Monev dalam 

pengumpulan data kebutuhan, penggunaan, dan sisa stok obat. Namun demikian, masih 

terdapat kendala berupa data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan 

serta adanya rotasi tugas pegawai yang memerlukan proses penyesuaian, pelaksanaan 

perencanaan tetap dilakukan berdasarkan data yang tersedia sebagai dasar penyusunan 

kebutuhan obat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan dalam memperkirakan 

kebutuhan obat, sehingga proses perencanaan masih memerlukan peningkatan kualitas data 

agar kebutuhan obat yang disusun dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengadaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang telah 

ditetapkan dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan seluruh tahapan pengadaan obat. 

Kewenangan tersebut meliputi penyusunan dokumen administrasi, pemrosesan pemesanan 

obat, pemilihan penyedia, penyusunan kontrak, hingga penyelesaian dokumen yang 

diperlukan selama proses pengadaan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa proses 

pengadaan telah dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan 

kewenangannya sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan secara terarah. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan diawali dengan penyerahan 

data kebutuhan obat yang telah disusun pada tahap perencanaan. Data kebutuhan tersebut 

menjadi dasar bagi pejabat pengadaan dalam melakukan proses pemesanan obat sesuai 

dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi obat yang telah direncanakan. Dengan demikian, 

pelaksanaan pengadaan dilakukan berdasarkan hasil perencanaan yang telah disusun 

sebelumnya sehingga kebutuhan obat yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditetapkan. 

Proses pemesanan obat dilakukan melalui sistem E-Catalog. Melalui sistem tersebut, 

pejabat pengadaan melakukan pemesanan obat, memilih penyedia, serta menyusun kontrak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan E-Catalog dalam proses pengadaan 

mempermudah pelaksanaan pemesanan karena seluruh proses dilakukan berdasarkan data 

kebutuhan obat yang telah direncanakan sebelumnya dan disesuaikan dengan waktu 

pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan obat di UPTD Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan satu kali dalam satu 

tahun. Pengadaan tersebut menggunakan sumber anggaran yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan obat bagi seluruh 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan hasil perencanaan yang telah 

disusun sebelumnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan obat menggunakan metode First 

In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO). Penerapan kedua metode tersebut 

dilakukan dengan mempertimbangkan urutan obat yang masuk serta tanggal kadaluwarsa 

obat. Selain itu, obat disusun berdasarkan bentuk sediaan, urutan alfabet, dan tahun 

pengadaan sehingga memudahkan proses penyimpanan maupun pengambilan obat saat akan 

didistribusikan.. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pull distribution dilaksanakan berdasarkan 

permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Proses pendistribusian diawali dengan 

pengajuan permohonan kebutuhan obat yang disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) 

dan surat permohonan kebutuhan obat. Setelah permohonan diterima, dilakukan proses 

verifikasi terhadap kebutuhan yang diajukan, kemudian obat didistribusikan sesuai dengan 

kebutuhan yang telah disetujui. Pelaksanaan sistem ini menunjukkan bahwa pendistribusian 

obatdilakukan berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing                

kabupaten/kota. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan identifikasi, petugas menyusun 

daftar sediaan obat yang akan dihapus beserta alasan penghapusannya. Pencatatan tersebut 

dilakukan sebagai bagian dari proses administrasi sebelum pelaksanaan penghapusan. Selain 

menyusun daftar obat yang akan dihapus, juga dibuat berita acara sebagai dokumen 

pendukung dalam proses penghapusan obat. 

Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan obat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 telah sesuai dengan Rencana 

Kebutuhan Obat (RKO) dan Reorder Point (ROP). Ketersediaan obat tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga obat yang didistribusikan 

tersedia sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. 

Menurut teori Quick et al. (2017), indikator keberhasilan manajemen logistik obat 

adalah tersedianya obat yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat 

sasaran. Apabila seluruh tahapan dalam siklus manajemen logistik, mulai dari perencanaan, 

pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga penghapusan dilaksanakan dengan baik, maka 

ketersediaan obat dapat terjamin dan pelayanan kesehatan dapat berlangsung tanpa 

mengalami kekosongan stok. Selain itu, menurut Mustafa (2017) menyatakan bahwa output 

dari sistem manajemen logistik tidak hanya diukur dari tersedianya obat, tetapi juga dari 

kemampuan sistem dalam menyediakan obat secara berkesinambungan dengan penggunaan 

sumber daya yang efisien. Oleh karena itu, tercapainya ketersediaan obat sesuai RKO dan 

ROP menunjukkan bahwa fungsi input dan proses dalam manajemen logistik di UPTD telah 

berjalan secara efektif. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen logistik obat di UPTD Instalasi Farmasi 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan 

baik. Aspek input didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan 

pembagian tugas yang jelas serta dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 

yang dikelola berdasarkan skala prioritas, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan 

pelatihan formal dan anggaran. Pada aspek proses, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, hingga penghapusan obat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan 

memanfaatkan sistem informasi yang tersedia, walaupun distribusi masih menghadapi hambatan 

transportasi dan kondisi geografis wilayah kepulauan. Sementara itu, aspek output menunjukkan 

bahwa ketersediaan obat telah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan selama satu tahun. Oleh karena itu, UPTD Instalasi 

Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan terus meningkatkan efektivitas 
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manajemen logistik obat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi 

pemanfaatan anggaran, peningkatan sarana dan prasarana distribusi, serta evaluasi berkala 

terhadap seluruh tahapan pengelolaan logistik obat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi manajemen logistik obat, seperti efektivitas 

sistem informasi logistik, pengelolaan rantai pasok, kepuasan pengguna layanan, dan analisis 

kuantitatif terhadap tingkat ketersediaan obat agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. 
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